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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis 

menyimpulkan bahwa pemenuhan hak korban di Kepolisian Resort Bantul 

belum terpenuhi secara optimal karena sebagian hak korban baru dapat 

dipenuhi, khususnya terkait pendampingan orang tua, kerahasiaan 

identitas, pemenuhan hak atas restitusi. Analisis terhadap data penelitian 

menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban di Kepolisian Resort Bantul 

belum mampu memastikan pemulihan korban secara menyeluruh. Korban 

pada kasus pertama dan kedua mengalami bentuk secondary victimization 

karena dimintai keterangan dalam kondisi psikologis yang belum stabil 

sehingga hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban tidak terpenuhi. Korban juga tidak 

memperoleh pendampingan psikologis maupun layanan rehabilitasi sosial 

sebagaimana menjadi haknya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemenuhan restitusi memang 

diberikan, namun besarannya belum mencerminkan kerugian yang 

sebenarnya dialami korban, terutama karena cedera fisik yang belum pulih 

sepenuhnya serta trauma psikologis yang masih berlanjut memerlukan 

biaya pemulihan tambahan.  
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B. Saran  

Pelaksanaan diversi pada perkara penganiayaan di Kepolisian 

Resort Bantul perlu memperoleh penguatan agar pemenuhan hak korban 

tercapai secara optimal. Penyidik hendaknya meningkatkan perhatian 

terhadap kondisi fisik dan psikologis korban, khususnya ketika korban 

belum pulih dari trauma atau masih menjalani perawatan medis. 

Pemeriksaan seharusnya dilakukan setelah korban berada dalam kondisi 

aman dan siap, disertai pemberian informasi yang jelas mengenai hak-hak 

korban yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Keterbatasan 

tenaga psikolog menuntut adanya perluasan kerja sama dengan lembaga 

profesional lain agar asesmen dan pendampingan dapat diberikan secara 

optimal. Dalam proses musyawarah diversi, penyidik dan mediator perlu 

memastikan bahwa kesepakatan dicapai secara sukarela, proposional, dan 

mencerminkan kebutuhan pemulihan korban, termasuk pemulihan 

psikologis dan sosial. Restitusi yang diberikan seyogianya tidak hanya 

mencakup biaya pengobatan, tetapi juga mencakup pemulihan lanjutan 

yang dialami korban. Pelaksanaan diversi harus tetap menjamin 

independensi, transparansi, serta kesesuaian dengan ketentuan perundang-

undangan. Semua pihak juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat 

mengenai makna keadilan restoratif agar diversi tidak dipersepsikan 

sebagai bentuk penghindaran proses hukum, melainkan sebagai upaya 

pemulihan yang berkeadilan. Perbaikan prosedural, peningkatan 

profesionalitas aparat, dan penguatan koordinasi antar instansi, 
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pemenuhan hak korban melalui diversi dapat terlaksana secara lebih 

efektif dan manusiawi.  
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